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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Upaya pencegahan pencucian uang dalam layanan digital banking di 

Indonesia dilakukan melalui penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), 

Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD) yang 

diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 serta Surat Edaran OJK No. 

18/SEOJK.01/2017. Bank juga memanfaatkan teknologi seperti electronic-KYC 

(e-KYC), sistem analitik berbasis AI, dan big data untuk memantau transaksi 

secara real-time. Selain itu, kolaborasi antara pihak perbankan, PPATK, dan 

OJK menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pencegahan, termasuk 

melalui pelaporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report) 

kepada PPATK. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

transaksi yang terjadi melalui kanal digital banking tidak disalahgunakan oleh 

pelaku tindak pidana pencucian uang. 

Penegakan hukum terhadap pencucian uang dalam layanan digital banking 

di Indonesia dilaksanakan melalui peran PPATK, OJK, dan aparat penegak 

hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. PPATK bertindak sebagai lembaga 

intelijen keuangan yang melakukan analisis dan menyampaikan hasilnya kepada 

aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. OJK, berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, memiliki kewenangan 

penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk pembekuan rekening dan 

penyitaan dokumen terkait. Aparat penegak hukum kemudian melaksanakan 
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proses penyidikan dan penuntutan hingga ke tahap peradilan sesuai dengan UU 

No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Penindakan represif ini juga didukung oleh kerja sama 

internasional melalui Egmont Group dan Asia/Pacific Group on Money 

Laundering (APG) untuk mengatasi kejahatan lintas yurisdiksi. Secara 

keseluruhan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencucian uang dalam 

layanan digital banking memerlukan sinergi antara teknologi modern, regulasi 

yang adaptif, dan koordinasi antarlembaga baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem perbankan 

digital yang lebih aman dan terlindungi dari praktik pencucian uang. 

 

B. Saran 

Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana 

pencucian uang di sektor digital banking, perlu dilakukan pembaruan regulasi 

yang secara eksplisit mengatur penggunaan aset digital seperti cryptocurrency 

sebagai objek tindak pidana pencucian uang. Selain itu, lembaga terkait seperti 

PPATK dan OJK perlu meningkatkan kapasitas teknologi dengan 

memanfaatkan blockchain forensic dan AI untuk mendeteksi transaksi 

mencurigakan. Peningkatan literasi hukum bagi masyarakat serta penguatan 

kerja sama internasional juga menjadi langkah penting untuk memastikan 

efektivitas sistem anti-pencucian uang di era digital. 
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